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Abstrak : 

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisa kinerja keuangan dari Pemerintah 

Kabupaten Magelang periode 2016-2020. Analisa kinerja keuangan ini dilakukan 

dengan menggunakan analisa rasio seperti derajat desentralisasi, rasio kemandirian 

keuangan, rasio efektif pendapatan, rasio belanja langsung dibandingkan total 

belanja, rasio belanja tidak langsung terhadap total belanja dan rasio pertumbuhan. 

Dari penelitian ini diperoleh hasil bahwa rasio tingkat kemandirian keuangan 

Kabupaten Magelang memiliki hubungan yang instruktif. Dalam merealisasikan 

pendapatan asli daerahnya, Pemerintah Kabupaten Magelang mempunyai rasio 

efektivitas sebesar 97,37%. Di sisi lain, Pemerintah Kabupaten Magelang masih 

memprioritaskan anggarannya dalam belanja tidak langsung dibandingkan dengan 

belanja langsung.  

Kata kunci: analisa rasio, kinerja keuangan  

 

 

PENDAHULUAN 

Dengan diimplementasikannya Undang Undang Nomor 22 Tahun 1999 yang 

kemudian menjadi UU No.32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah dan Undang 

Undang Nomor 25 Tahun 1999 yang kemudian menjadi UU No.33 Tahun 2004 

tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah, era otonomi 

daerah dimulai di Indonesia. Menurut Undang-undang No. 32 tahun 2004 pasal 1 

disebutkan bahwa otonomi daerah adalah hak, wewenang, dan kewajiban daerah 

otonom untuk untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan 

kepentingan masyarakat setempat sesuai dengan peraturan perundang-undangan. 

Dengan otonomi daerah yang dimilikinya, daerah memiliki kewenangan yang lebih 

luas dalam mengelola daerahnya. Daerah harus menjadi lebih mandiri sehingga 

mampu mengurangi ketergantungannya kepada pemerintah pusat. Selain itu, salah 

satu perwujudan pelaksanaan otonomi daerah adalah pelaksanaan desentralisasi.  

Menurut UU No. 32 tahun 2004, definisi dari desentralisasi adalah penyerahan 

wewenang pemerintahan oleh Pemerintah kepada daerah otonom untuk mengatur 

dan mengurus urusan pemerintahan dalam sistem Negara Kesatuan Republik 

Indonesia. Dengan diberlakukannya otonomi daerah, Kabupaten Magelang 



mengemban tanggung jawab untuk menjadi lebih mandiri dalam mengelola dan 

meningkatkan kinerja keuangan pemerintahannya yang pada akhirnya akan 

dipertanggungjawabkan kepada pemerintah pusat bahkan masyarakat Kabupaten 

Magelang sendiri. Pada era otonomi daerah, terjadi pelimpahan wewenang dari 

pemerintah pusat kepada pemerintah daerah. Pemerintah daerah diberi kewenangan 

untuk menyelenggarakan tugas daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi 

fiskal yang dibiayai atas beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD). 

APBD merupakan cerminan dari program-program yang akan dilaksanakan oleh 

pemerintah daerah selama periode tertentu. APBD dijadikan sebagai acuan bagi 

pemerintah daerah dalam menyelenggarakan sistem pemerintahan. (Arthaingan, 

2016) 

Halim (2007) mengungkapkan bahwa kemampuan pemerintah daerah dalam 

mengelola keuangan daerah dituangkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja 

Daerah (APBD) yang langsung maupun tidak langsung mencerminkan kemampuan 

Pemda dalam membiayai pelaksanaan tugas-tugas pemerintahan, pembangunan dan 

pelayanan sosial masyarakat. Untuk mengukur kemampuan pemerintah daerah 

tersebut perlu ditetapkan standar atau acuan kapan suatu daerah dikatakan mandiri, 

efektif, efisien, dan akuntabel sehingga diperlukan suatu pengukuran kinerja 

keuangan pemerintah daerah sebagai tolak ukur dalam penetapan kebijakan 

keuangan pada tahun anggaran selanjutnya. Kinerja keuangan pemerintah daerah 

adalah kemampuan suatu daerah menggali dan mengelola sumber-sumber keuangan 

asli daerah dalam memenuhi kebutuhannya guna mendukung berjalannya sistem 

pemerintahan, pelayanan kepada masyarakat dengan tidak bergantung sepenuhnya 

kepada pusat.  

Pemerintah daerah juga memiliki fleksibilitas dalam menggunakan dananya sesuai 

dengan aturan yang berlaku (Syamsi, 1986). Mardiasmo (2009) mengatakan bahwa 

tujuan dilakukannya pengukuran kinerja adalah membantu memperbaiki kinerja 

pemerintah, mengalokasikan sumber daya dan membuat keputusan, serta 

mewujudkan akuntabilitas publik. Bentuk dari pengukuran kinerja tersebut adalah 

dengan melakukan analisis laporan keuangan terhadap APBD yang telah ditetapkan 

dan dilaksanakannya. Analisis laporan keuangan dimaksudkan untuk membantu 

bagaimana cara memahami laporan keuangan, bagaimana menafirkan angka-angka 

dalam laporan keuangan, bagaimana mengevaluasi laporan keuangan, dan 

bagaimana menggunakan informasi keuangan untuk pengambilan keputusan 

(Mahmudi, 2007).  

 

RUMUSAN MASALAH 

Berdasarkan uraian latar belakang tersebut, maka dalam hal ini yang menjadi 

rumusan permasalahan adalah : bagaimana kinerja keuangan pemerintah daerah 

Kabupaten Magelang selama lima tahun terakhir (tahun 2016-2020) dengan 

menggunakan analisis derajat kemandirian, rasio kemandirian, efektifitas dan efisiensi 



PAD, rasio belanja langsung terhadap total belanja, rasio belanja tidak langsung 

terhadap total belanja, dan rasio pertumbuhan. 

 

TUJUAN PENELITIAN 

Tujuan dari penelitian “Analisis Rasio Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah 

Kabupaten Magelang Tahun Anggaran 2016-2020” adalah untuk menganalisis kinerja 

keuangan pemerintah daerah Kabupaten Magelang selama lima tahun terakhir (2016-

2020) dengan analisis derajat kemandirian, rasio kemandirian, efektifitas dan efisiensi 

PAD, rasio belanja langsung terhadap total belanja, rasio belanja tidak langsung 

terhadap total belanja, dan rasio pertumbuhan.  

 

METODE PENELITIAN 

Penelitian ini dilakukan pada pemerintah Kabupaten Magelang dengan pengambilan 

data dari BPPKAD Kabupaten Magelang sebagai pengelola keuangan pemerintah 

Kabupaten Magelang. Jenis penelitian yang dilakukan adalah penelitian berbentuk 

deskriptif kuantitatif, dimana penelitian ini bertujuan mendeskripsikan secara 

sistematis, faktual dan akurat mengenai fakta yang ada. Teknik pengumpulan data 

yang dilakukan peneliti adalah kompilasi produk administrasi data dari perangkat 

daerah.  Data yang digunakan dalam penelitian ini bersumber dari Laporan Realisasi 

Anggaran Kabupaten Magelang tahun 2016-2020 serta data pendukung lainnya yang 

bersumber dari Kabupaten Magelang Dalam Angka yang diambil dari Badan Pusat 

Statisitik Kabupaten Magelang. 

Tahap-tahap analisis laporan keuangan Pemerintah Kabupaten Magelang tahun 

2010–2019 dapat diuraikan sebagai berikut :  

1. Menghitung derajat kemandirian  

2. Menghitung rasio kemandirian keuangan daerah  

3. Menghitung rasio efektivitas dan efisiensi daerah  

4. Menghitung rasio belanja langsung dan tidak langsung  

5. Menghitung rasio pertumbuhan 

 

 

DASAR TEORI 

I. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah 

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah, 

APBD didefinisikan sebagai rencana operasional keuangan pemerintah daerah, 

dimana satu pihak menggambarkan perkiraan pengeluaran guna membiayai 

kegiatan-kegiatan dan proyek-proyek daerah dalam satu tahun anggaran tertentu dan 

dipihak lain menggambarkan perkiraan penerimaan dan sumber-sumber penerimaan 

daerah guna menutupi pengeluaran-pengeluaran yang dimaksud. Berdasarkan 



Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, struktur APBD 

merupakan satu kesatuan yang terdiri dari Pendapatan daerah, belanja daerah dan 

pembiayaan.  

1. Pendapatan Daerah adalah semua hak daerah yang diakui sebagai penambah nilai 

kekayaan bersih dalam satu tahun anggaran. Pendapatan daerah terdiri dari : 

a. Pendapatan Asli Daerah (PAD)  

b. Dana Perimbangan  

c. Lain-lain pendapatan daerah yang sah  

2. Belanja daerah adalah semua kewajiban daerah yang diakui sebagai pengurang 

nilai kekayaan bersih dalam periode satu tahun anggaran. Kelompok belanja terdiri 

atas:  

a. Belanja pegawai  

b. Belanja Barang  

c. Bunga  

d. Subsidi  

e. Hibah  

f. Bantuan sosial  

g. Belanja modal  

h. Belanja bagi hasil dan bantuan keuangan 

i. Belanja tak terduga  

3. Pembiayaan adalah setiap penerimaan yang perlu dibayar kembali dan atau 

pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada pada tahun anggaran yang 

bersangkutan maupun pada tahun-tahun anggaran berikutnya. Pembiayaan 

daerah terdiri dari penerimaan pembiayaan dan pengeluaran pembiayaan. 

Penerimaan pembiayaan mencakup hal-hal berikut ini :  

a. SILPA tahun anggaran sebelumnya  

b. Pencairan dana cadangan  

c. Hasil penjualan kekayaan daerah yang dipisahkan  

d. Penerimaan pinjaman  

e. Penerimaan kembali pemberian pinjaman  

Pengeluaran pembiayaan mencakup :  

a. Pembentukan dana cadangan  

b. Penyertaan modal pemerintah daerah, termasuk investasi nirlaba pemerintah 

daerah  

c. Pemberian pinjaman  

 

II. Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah  

Menurut Halim (2007) kinerja keuangan daerah atau kemampuan daerah merupakan 

salah satu ukuran yang dapat digunakan untuk melihat kemampuan daerah dalam 

menjalankan otonomi daerah. Untuk mewujudkan pengelolaan keuangan daerah 

yang transparan, jujur, demokratis dan efektif, efisien dan akuntabel, analisis rasio 



keuangan terhadap pendapatan belanja daerah perlu dilaksanakan (Mardiasmo, 

2002).  

Menurut Mahmudi (2010) terdapat beberapa analisis rasio didalam pengukuran 

kinerja keuangan daerah yang dikembangkan berdasarkan data keuangan yang 

bersumber dari APBD adalah sebagai berikut :  

a. Derajat Desentralisasi  

Derajat desentralisasi dihitung berdasarkan perbandingan antara jumlah 

pendapatan asli daerah dengan total penerimaan daerah. Rasio ini menunjukkan 

derajat kontribusi PAD terhadap total penerimaan daerah.  

Derajat Desentralisasi =  
Pendapatan Asli Daerah

Total Pendapatan Daerah 
 

Semakin tinggi kontribusi PAD maka semakin tinggi kemampuan pemerintah 

daerah dalam peyelenggaraan desentralisasi.  

b. Rasio Kemandirian Keuangan Daerah  

Kemandirian keuangan daerah (otonomi fiskal) menunjukan kemampuan 

pemerintah daerah dalam membiayai sendiri kegiatan pemerintahan. Rasio 

Kemandirian dihitung dengan cara perbandingan antara Pendapatan Asli 

Daerah dengan Bantuan Pemerintah Pusat atau Propinsi dan Pinjaman.  

Rasio Kemandirian  =  
Pendapatan Asli Daerah

Bantuan Pemerintah Pusat atau Propinsi dan Pinjaman 
 

 

Pola hubungan pemerintah pusat dan daerah serta tingkat kemandirian dan 

kemampuan keuangan daerah dapat dapat ditampilkan dalam Rasio Efektifitas 

dan Efisiensi Pendapatan Asli Daerah. Rasio efektifitas menggambarkan 

kemampuan pemerintah dalam merealisasikan pendapatan asli daerah yang 

direncanakan dibandingkan dengan target yang ditetapkan berdasarkan potensi 

riil daerah.  

Pola Hubungan, Tingkat Kemandirian, dan Kemampuan Keuangan Daerah 

Kemampuan Keuangan Rasio Kemandirian (%) Pola Hubungan 

Rendah Sekali 0-25 Instruktif 

Rendah >25 –50 Konsultatif 

Sedang >50-75 Partisipatif 

Tinggi >75-100 Delegatif 

         Sumber : Abdul Halim (2007) 

c. Rasio Efektivitas  

Menurut Mahsun (2006), rasio efektivitas diukur dengan :  

Rasio Efektifitas  =  
Realisasi Penerimaan PAD

Target Penerimaan PAD yang ditetapkan berdasarkan potensi riil daerah
 



 

Efektivitas Keuangan Daerah 

Efektivitas Keuangan Daerah Otonom dan 
Kemampuan Keuangan 

Rasio Efektivitas (%) 

Tidak Efektif X < 100% 

Efektif Berimbang X = 100% 

Efektif X > 100% 

 

Rasio efisiensi adalah rasio yang menggambarkan perbandingan antara 

besarnya biaya yang dikeluarkan untuk memperoleh pendapatan dengan 

realisasi pendapatan yang diterima.  

Rasio Efisiensi   =  
Realisasi Biaya untuk memperoleh pendapatan

Realisasi Pendapatan Asli Daerah
 

 

Efisiensi Keuangan Daerah 

Efisiensi Keuangan Daerah Rasio Efisiensi (%) 

Tidak Efisien X>100% 

Efisien Berimbang X = 100% 

Efisien X<100% 

Sumber : Moh.Mahsun, 2006 

 

 

d. Rasio Belanja Langsung dan Belanja Tidak Langsung 

Menurut Mahmudi (2010) analisis proporsi belanja langsung dan tidak 

langsung bermanfaat untuk kepentingan manajemen internal pemerintah 

daerah, yaitu untuk pengendalian biaya dan pengendalian anggaran. Belanja 

langsung adalah belanja yang terkait langsung dengan kegiatan (aktivitas) 

sedangkan belanja tidak langsung merupakan pengeluaran belanja yang tidak 

terkait dengan pelaksanaan kegiatan secara langsung. Semestinya belanja 

langsung lebih besar dari belanja tidak langsung, sebab belanja langsung 

sangat mempengaruhi output kegiatan 

Secara sederhana rasio tersebut dapat diformulasikan sebagai berikut : 

 

Rasio Belanja Langsung terhadap Total Belanja =  
Total Belanja Langsung

Total Belanja Daerah
 

 

Rasio Belanja Tidak Langsung terhadap Total Belanja =  
Total Belanja Tidak Langsung

Total Belanja Daerah
 

 

 

 

 

 

 



e. Rasio Pertumbuhan 

 

Rasio pertumbuhan (Growth ratio) mengukur seberapa besar kemampuan 

pemerintah daerah dalam mempertahankan dan meningkatkan 

keberhasilannya yang telah dicapai dari periode ke periode. 

 
 

Rasio Pertumbuhan PAD =  
Realisasi Penerimaan PAD Xn − (Xn − 1)

Realiasasi Penerimaan PAD Xn − 1
 

 

Rasio Pertumbuhan Pendapatan =  
Realisasi Penerimaan Pendapatan Xn − (Xn − 1)

Realiasasi Penerimaan Pendapatan Xn − 1
 

 

Rasio Pertumbuhan Belanja =  
Realisasi Penerimaan Belanja Xn − (Xn − 1)

Realiasasi Penerimaan Belanja Xn − 1
 

 

 

PEMBAHASAN 

Gambaran Umum Kabupaten Magelang 

Kabupaten Magelang merupakan salah satu kabupaten di Provinsi Jawa Tengah 

yang  mempunyai luas 108.573 ha atau sekitar 3,34 persen dari luas Provinsi Jawa 

Tengah. Secara administratif Kabupaten Magelang mempunyai 21 kecamatan dan 

terdiri dari 367 desa dan 5 kelurahan. Kecamatan terluas adalah Kecamatan Kajoran 

(83,41 km2), sedangkan kecamatan terkecil adalah Kecamatan Ngluwar (22,44 km2). 

Wilayah Kabupaten Magelang berbatasan dengan wilayah kabupaten lain, yaitu: 

 Sebelah utara : Kabupaten Temanggung dan Kabupaten Semarang 

 Sebelah timur : Kabupaten Semarang dan Kabupaten Boyolali  

 Sebelah selatan    : Kabupaten Purworejo dan Provinsi DIY 

 Sebelah barat : Kabupaten Temanggung dan Kabupaten Wonosobo  

 Di Tengah : Kota Magelang 

 

Kabupaten Magelang merupakan wilayah yang sangat strategis . Secara geografis 

Kabupaten Magelang terletak pada posisi 110001’51”- 110026’58” Bujur Timur dan 

7019’13”- 7042’16” Lintang Selatan. Dengan posisi ini, Kabupaten Magelang terletak 

di tengah pulau Jawa, tepatnya di persilangan lalu lintas ekonomi dan wisata antara 

Semarang-Magelang- Yogyakarta dan Purworejo-Temanggung.  

 

Kabupaten Magelang juga ditetapkan sebagai Kawasan Strategis Nasional dan 

Kawasan Strategis Provinsi. Kawasan Strategis Provinsi (KSP) terkait Kabupaten 

Magelang adalah: 

1. Kawasan Solo-Selo-Borobudur yang merupakan kawasan KSP dari sudut 

kepentingan ekonomi 



2. Kawasan Candi Borobudur merupakan kawasan KSP dari sudut kepentingan 

sosial budaya 

3. Kawasan Taman Nasional Merapi dan Kawasan Taman Nasional Merbabu 

sebagai kawasan KSP dari sudut kepentingan fungsi dan daya dukung 

lingkungan hidup.  
 

Perekonomian Kabupaten Magelang yang diukur berdasarkan besaran Produk 

Domestik Regional Bruto (PDRB) menurut lapangan usaha maupun berdasarkan 

pengeluaran. Perkembangan laju pertumbuhan ekonomi Kabupaten Magelang 

cenderung naik dari tahun ke tahun. Nilai PDRB Kabupaten Magelang atas dasar 

harga berlaku pada tahun 2020 mencapai 32,45 triliun rupiah. Secara nominal, nilai 

PDRB ini mengalami penurunan berkisar 0,04 triliun rupiah dibandingkan dengan 

tahun 2019 yang mencapai 32,49 triliun rupiah. Turunnya nilai PDRB ini dipengaruhi 

oleh menurunnya produksi pada sebagian besar lapangan usaha sebagai dampak 

pandemi COVID-19. 

Besarnya peranan berbagai lapangan usaha ekonomi dalam memproduksi barang 

dan jasa sangat menentukan struktur ekonomi suatu daerah. Struktur ekonomi yang 

terbentuk dari nilai tambah yang diciptakan oleh setiap lapangan usaha 

menggambarkan seberapa besar ketergantungan suatu daerah terhadap kemampuan 

berproduksi dari setiap lapangan usaha.  

Selama lima tahun terakhir (2016- 2020), struktur perekonomian Kabupaten Magelang 

didominasi oleh 5 (lima) kategori lapangan usaha, diantaranya: industri pengolahan; 

pertanian, kehutanan, dan perikanan; perdagangan besar dan eceran, reparasi mobil, 

dan sepeda motor; konstruksi; dan jasa pendidikan. Hal ini dapat dilihat dari peranan 

masing-masing lapangan usaha terhadap pembentukan PDRB Kabupaten Magelang.  

Peranan terbesar dalam pembentukan PDRB Kabupaten Magelang pada tahun 2020 

dihasilkan oleh lapangan usaha industri pengolahan, yaitu mencapai 22,38 persen 

(angka ini meningkat dari 22,08 persen di tahun 2016). Selanjutnya lapangan usaha 

pertanian, kehutanan, dan perikanan sebesar 21,31 persen (turun dari 22,92 persen 

di tahun 2016), disusul oleh lapangan usaha perdagangan besar dan eceran, reparasi 

mobil, dan sepeda motor sebesar 13,27 persen (menurun dari 13,43 persen di tahun 

2016). Berikutnya, lapangan usaha Konstruksi sebesar 9,33 persen (naik dari 9,23 

persen di tahun 2016) dan lapangan usaha Jasa Pendidikan sebesar 6,53 persen. 

Pandemi COVID-19 yang terjadi di sepanjang tahun 2020 secara nyata 

mempengaruhi kondisi perekonomian di Kabupaten Magelang. Di antara kelima 

lapangan usaha dominan, lapangan usaha pertanian, kehutanan, dan perikanan; 

lapangan usaha industri pengolahan; serta lapangan usaha Jasa Pendidikan 

kontribusinya naik. Sebaliknya, lapangan usaha konstruksi dan perdagangan besar 

dan eceran, reparasi mobil, dan sepeda motor peranannya terlihat menurun. 

 



Produk Domestik Regional Bruto Kabupaten Magelang Atas Dasar Harga Berlaku Menurut 
Lapangan Usaha, 2015-2020 (Miliar Rupiah)

 
 

 

Sumber : BPS Kabupaten Magelang 

Pertumbuhan ekonomi merupakan salah satu indikator makro ekonomi untuk 

mengetahui kinerja perekonomian secara riil di suatu wilayah. Pertumbuhan ekonomi 

dapat dipandang sebagai pertambahan jumlah barang dan jasa yang dihasilkan oleh 

semua lapangan usaha kegiatan ekonomi yang ada di suatu wilayah selama kurun 



waktu tertentu. Laju pertumbuhan ekonomi dihitung berdasarkan perubahan PDRB 

atas dasar harga konstan tahun yang bersangkutan terhadap tahun sebelumnya. 

Produk Domestik Regional Bruto Atas Dasar Harga Konstan 2010 Menurut Lapangan Usaha di 

Kabupaten Magelang (milyar rupiah), 2016-2020 

 

Sumber : BPS Kabupaten Magelang 

Berdasarkan harga konstan 2010, nilai PDRB Kabupaten Magelang pada tahun 2020 

melambat dibandingkan tahun-tahun sebelumnya. Penurunan tersebut dipengaruhi 



oleh menurunnya produksi di seluruh lapangan usaha yang sudah bebas dari 

pengaruh inflasi. Nilai PDRB Kabupaten Magelang tahun 2020 atas dasar harga 

konstan 2010, mencapai 22,86 triliun rupiah. Angka tersebut turun dari 23,25 triliun 

rupiah pada tahun 2019. Dengan kata lain selama tahun 2020 terjadi kontraksi 

ekonomi sebesar 1,68 persen.  

Sepuluh lapangan usaha mengalami kontraksi dan hanya tujuh lapangan usaha 

mengalami pertumbuhan. Lapangan usaha transportasi dan pergudangan mengalami 

kontraksi terdalam, yaitu sebesar 22,99 persen. Kebijakan pemerintah untuk 

mengurangi penyebaran COVID-19 selama tahun 2020 yaitu Work From Home 

(bekerja dari rumah), Study From Home (sekolah dari rumah), pelarangan mudik dan 

sebagainya menekan lapangan usaha Transportasi dan Pergudangan yang 

bergantung pada mobilitas masyarakat.  

Lapangan usaha lain yang juga mengalami kontraksi cukup dalam meliputi lapangan 

usaha penyediaan akomodasi dan makan minum yang terkontraksi sebesar 8,00 

persen; lapangan usaha jasa perusahaan yang terkontraksi sebesar 7,12 persen; 

serta lapangan usaha jasa lainnya yang terkontraksi sebesar 6,93. Dari tujuh lapangan 

usaha yang mengalami pertumbuhan, hanya lapangan dipengaruhi oleh menurunnya 

produksi di seluruh lapangan usaha yang sudah bebas dari pengaruh inflasi.  

Keuangan Daerah 

Salah satu elemen penting dalam proses pembangunan daerah adalah ketersediaan 

anggaran. Pendapatan daerah merupakan perkiraan yang terukur secara rasional 

yang dapat dicapai untuk setiap sumber pendapatan. Anggaran pendapatan daerah 

disusun sebagai kesatuan sistem komprehensif dan tersusun atas dasar potensi yang 

dikelola oleh Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) sebagai unit penghasil 

pendapatan daerah. Pendapatan daerah di Kabupaten Magelang diupayakan ada 

kenaikan setiap tahun.   

Pemerintah daerah menetapkan target capaian kinerja setiap belanja, baik dalam 

konteks daerah, satuan kerja perangkat daerah, maupun program dan kegiatan yang 

bertujuan untuk meningkatkan akuntabilitas perencanaan anggaran dan memperjelas 

efektifitas dan efisiensi penggunaan anggaran. Program dan kegiatan harus 

memberikan informasi yang jelas dan terukur serta memiliki korelasi langsung dengan 

keluaran yang diharapkan dari program dan kegiatan dimaksud ditinjau dari aspek 

indikator, tolok ukur dan target kinerjanya.  

Perkembangan realisasi pendapatan dan belanja daerah Kabupaten Magelang dalam 

lima tahun terakhir (2016-2020) dapat dilihat sebagai berikut : 

 

 

 



Realisasi Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Magelang, Tahun 2016-2020 

 

Sumber : BPPKAD Kab. Magelang 

Realisasi pendapatan Kabupaten Magelang pada tahun anggaran 2020 sebesar 

2.380 milyar rupiah. Sementara, belanja daerah Kabupaten Magelang pada tahun 

2020 mencapai 2.216 miliar rupiah. Realisasi pendapatan dan belanja daerah pada 

tahun 2020 mengalami sedikit penurunan dibandingkan dengan tahun sebelumnya.  

 

 

Analisis Rasio Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Magelang 

Tahun 2016–2020 

1.   Derajat Desentralisasi 

Derajat desentralisasi dihitung berdasarkan perbandingan antara jumlah 

Pendapatan Asli Daerah dengan total penerimaan daerah. Rasio ini 

menunjukkan derajat kontribusi PAD terhadap total penerimaan daerah.  

Derajat Desentralisasi Kabupaten Magelang 2016-2020 

Tahun Pendapatan Asli Daerah Jumlah Pendapatan Derajat Desentralisasi (%) 

2016 288.485.678.128 2.036.310.089.428 14,17 

2017 403.561.238.310 2.271.336.015.858 17,77 

2018 325.089.093.092 2.302.190.543.616 14,127 

2019 417.178.099.961 2.575.439.825.755 16,19 

2020 329.769.193.224 2.380.457.680.604 13.85 

 



Rasio derajat desentralisasi Kabupaten Magelang relatif mengalami peningkatan 

dari tahun ke tahun mengalami fluktuatif. Bila dilakukan rata-rata rasio derajat 

desentralisasi selama 5 tahun terakhir, maka angka rasio ini mencapai 15,56%. 

Ini menunjukkan bahwa jumlah Pendapatan Asli Daerah masih relatif kecil 

dibandingkan dengan total Penerimaan Daerah.  
 

Perbandingan Jumlah PAD dan Pendapatan Tahun 2016-2020 

 
 

2.   Rasio Kemandirian Keuangan Daerah 

 

Rasio Kemandirian Keuangan Daerah (KKD) menunjukkan kemampuan 

pemerintah daerah dalam membiayai sendiri kegiatan pemerintahan, 

pembangunan dan pelayanan kepada masyarakat yang telah membayar pajak 

dan retribusi sebagai sumber yang diperlukan oleh daerah.  

Rasio Kemandirian  =  
Pendapatan Asli Daerah

Bantuan Pemerintah Pusat atau Propinsi dan Pinjaman 
 

 

Berikut ini hasil analisis rasio kemandirian keuangan pemerintah daerah 

Kabupaten Magelang berdasarkan Laporan Realisasi Kabupaten Magelang 

Tahun 2016– 2020 

          Rasio Kemandirian Kabupaten Magelang, 2016-2020 

Tahun Rasio Kemandirian (%) Pola Hubungan 

2016 16,52 Instruktif 

2017 21,65 Instruktif 

2018 17,22 Instruktif 

2019 20,21 Instruktif 

2020 17,00 Instruktif 

Rata-rata 18,52 Instruktif 
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Berdasarkan perhitungan rasio Kemandirian Keuangan Daerah diatas bahwa 

kemampuan pemerintah Kabupaten Magelang dalam membiayai sendiri 

kegiatan pemerintahan, pembangunan dan pelayanan kepada masyarakat pada 

tahun anggaran 2016–2020 cukup mengalami peningkatan. Sampai dengan 

tahun 2020, rasio kemandirian keuangan daerah Pemerintah Kabupaten 

Magelang masih menunjukkan pola hubungan yang instruktif. Pola hubungan 

instruktif menunjukkan peranan pemerintah pusat lebih dominan daripada 

kemandirian pemerintah daerah, artinya daerah belum mampu melaksanakan 

otonomi daerah secara finansial. Pola instruktif tersebut membuat 

ketergantungan pemerintah Kabupaten Magelang dari sisi finansial terhadap 

pemerintah pusat masih sangat tinggi. Dari grafik terlihat bahwa Pendapatan Asli 

Daerah (PAD) dan Pendapatan Transfer mengalami peningkatan pertumbuhan 

dari tahun ke tahun. Namun, bila dibandingkan antara jumlah pendapatan asli 

daerah dan jumlah pendapatan transfer, pendapatan transfer masih 

mendominasi komponen pendapatan daerah secara keseluruhan. 

Realisasi Komponen Pendapatan Kabupaten Magelang, 2016-2020 

 

 

3.      Rasio Efektivitas Keuangan Daerah 

Rasio Efektivitas Keuangan Daerah (Rasio EKD) menggambarkan kemampuan 

pemerintah daerah dalam merealisasikan pendapatan asli daerah yang 

direncanakan dengan target yang ditetapkan berdasarkan potensi riil daerah. 

Semakin tinggi rasio efektivitas, menggambarkan kemampuan daerah yang 

semakin baik. Dari perhitungan rasio EKD, dalam lima tahun terakhir diperoleh 

nilai rata-rata rasio EKD sebesar 97.37 artinya  target PAD yang ditetapkan 

belum dapat direalisasikan secara maksimal oleh Pemerintah Daerah. Berikut 

rasio efektivitas dalam lima tahun terakhir: 



Rasio Efektivitas Kabupaten Magelang, 2016-2020 

Tahun Penerimaan PAD Target PAD Rasio Efektivitas (%) Pola Hubungan 

2016 288.485.678.128 276.334.438.862 104,397 Efektif 

2017 403.561.238.310 399.425.826.000 101,037 Efektif 

2018 325.089.093.092 363.038.862.200 89,55 Tidak Efektif 

2019 417.178.099.961 441.347.020.000 94,525 Tidak Efektif 

2020 329.769.193.224 265.502.524.500 124.21 Efektif 

 

Berikut adalah grafik yang memperlihatkan rasio efektifitas keuangan daerah 

Kabupaten Magelang dari tahun 2016–2020. 

 

 

4.      Rasio Aktivitas 

Rasio aktivitas menggambarkan bagaimana pemerintah daerah dalam 

memprioritaskan alokasi dananya pada belanja langsung atau belanja tidak 

langsung. Belanja langsung adalah belanja yang terkait langsung dengan 

kegiatan (aktivitas) sedangkan belanja tidak langsung merupakan pengeluaran 

belanja yang tidak terkait dengan pelaksanaan kegiatan secara langsung. 

Menurut Mahmudi (2010) semestinya belanja langsung lebih besar dari belanja 

tidak langsung. 

 

 

 



Rasio Belanja Langsung dan Belanja Tidak Langsung,  
Kabupaten Magelang, 2016-2020 

 

Tahun 
Rasio Belanja Tidak 

Langsung terhadap Total 
Belanja (%) 

Rasio Belanja Langsung 
terhadap Total Belanja 

(%) 

2016 66,35 33,65 

2017 58,76 41,24 

2018 59,11 40,89 

2019 62,32 37,68 

2020 69.10 30.90 

 

Dilihat dari tabel diatas, terlihat bahwa rasio belanja tidak langsung terhadap total 

belanja masih lebih besar dibandingkan rasio belanja langsung terhadap total 

belanja. Secara keseluruhan dapat disimpulkan bahwa  kebijakan pemerintah 

Kabupaten Magelang masih memprioritaskan anggaran dalam belanja tidak 

langsung.  

5.     Rasio Pertumbuhan 

Rasio pertumbuhan menunjukkan seberapa besar kemampuan pemerintah 

daerah dalam  mempertahankan dan meningkatkan keberhasilannya yang telah 

dicapai dari periode ke periode. Secara tren, terlihat bahwa Pendapatan Daerah 

Kabupaten Magelang menunjukkan pertumbuhan meski pada tahun 2020 

mengalami penurunan. Pertumbuhan Pendapatan Daerah yang tertinggi ada 

pada tahun 2019 yaitu sebesar 11,87% dan mengalami penurunan pertumbuhan 

di tahun 2020 sebesar 0.08% 

Hasil Analisis Rasio Pertumbuhan APBD Kabupaten Magelang  
Tahun Anggaran 2010-2020 

 

Tahun 
Pendapatan Asli 

Daerah 
Pendapatan 

Daerah 

Belanja 
Tidak 

Langsung 

Belanja 
Langsung 

2016 10,29 4,64 14,89 27,54 

2017 39,89 11,54 4,69 44,86 

2018 -19,44 1,36 2,04 0,57 

2019 28,33 11,87 8,90 -4,80 

2020 -0.21 -0.08 -0.005 -0.26 

 

Demikian pula dengan Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Magelang 

pertumbuhan berada pada tahun 2019 yaitu sebesar 28.33% sementara itu 

terjadi penurunan pertumbuhan di tahun 2020 sebesar 0,21%. 

 



KESIMPULAN 

Berdasarkan hasil analisis dan pembahasan yang telah diuraikan diatas, dapat diambil 

beberapa kesimpulan sebagai berikut: 

1. Dari rasio kemandirian keuangan daerah, Pemerintah Kabupaten Magelang masih 

menunjukkan pola hubungan yang instruktif dimana peranan pemerintah pusat 

lebih dominan daripada kemandirian pemerintah daerah, artinya daerah belum 

mampu melaksanakan otonomi daerah secara finansial. 

2. Pemerintah Kabupaten Magelang belum dapat memaksimalkan secara efektif 

dalam pengelolaan target Pendapatan Asli Daerah.  

3. Dalam lima tahun terakhir, alokasi anggaran belanja tidak langsung masih lebih 

besar dibandingkan denga belanja langsung. 

 

SARAN 

Melihat permasalahan yang ada dan dengan memperhatikan hasil dari analisis 

terhadap rasio pengelolaan keuangan terhadap APBD Kabupaten Magelang, maka 

saran-saran yang mungkin bermanfaat bagi Kabupaten Magelang adalah sebagai 

berikut: 

1. Pemerintah Kabupaten Magelang harus mengurangi ketergantungan kepada 

pemerintah pusat yaitu dengan mengoptimalkan potensi sumber pendapatan 

yang ada. 

2. Pemerintah Kabupaten Magelang harus menyusun strategi peningkatan 

Pendapatan Asli Daerah (PAD) melalui intensifikasi dan ekstensifikasi 

penerimaan pajak dan retribusi, diantaranya dilakukan dengan memperbaiki 

aspek kelembagaan/pengelolaan pendapatan asli daerah, peningkatan jumlah 

wajib pajak, penciptaan sumber-sumber pendapatan baru dan kebijakan di bidang 

investasi 

3. Pemerintah Kabupaten Magelang perlu meningkatkan pembangunan serta 

penyediaan sarana dan prasarana umum untuk meningkatkan perekonomian 

Kabupaten Magelang dan untuk menarik investor mengembangkan usahanya di 

wilayah Kabupaten Magelang. 
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